Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5812/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

R.A. Winda Nuri Kusuma binti Wira Atmadja, tempat/tangal lahir Jakarta/04
Mei 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di Griya
Parung Panjang, Blok A Il H, No. 16, RT/RW 003/007,
Kelurahan/Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

M. Suho Mahmud Gufron bin M. Isa Tabrani,, tempat/tangal lahir Jakarta/20
Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Taman Kota,
JI. Kp. Salo, RT/RW 06/07, Kontrakan H. Sidup, No.12,
Kelurahan/Desa Kembangan, Kecamatan Kembangan Utara,

Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28
Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor 5812/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 28 Oktober
2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta
Nikah Nomor: 481/94/V1/12009, Tertanggal 28 Juni 2009;

2, Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di Taman Kota, JI. Kp. Salo, Rt.006/Rw 007,
Kontrakan H. Sidup, Kelurahan/Desa Kembangan, Kecamatan
Kembangan Utara, Jakarta Barat. Selama pernikahan tersebut,
Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing
bernama: Chairil Alamsyah Putra, lahir di Jakarta 05 Agustus 2010;

- Razka Zaidan Luthfi, lahir di Jakarta 06 April 2018;

4, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam
membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak
akhir tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

- Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisin paham
dalam urusan rumah tangga;

- Masalah Ekonomi;

- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Keluarga;

- Tergugat dalam memberikan nafkah kepada keluarga
hanya sekedarnya, dan tidak pernah cukup utuk kebutuhan sehari-
hari;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
kecocokan dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak
harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada
bulan Maret tahun 2019, akibatnya Penggugat pulang atau kembali
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kerumah orang tuanya yang beralamat diatas, , dan sejak saat itu
Tergugat dan Penggugat pissah rumah dan ranjang, serta tidak lagi
melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya
suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan
keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh
karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (M. Suho
Mahmud Gufron bin M. Isa Tabrani) terhadap Penggugat (R.A. Winda
Nuri Kusuma binti Wira Atmadja) di depan sidang Pengadilan Agama
Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya
perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk
menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat
Nomor W10-A20/.277/HK.05/VI111/2020 tertanggal 13 Juli 2020 telah menegur
Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang
waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5812/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 07
September 2020 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut dan
telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;
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Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya
perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar
menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama
Cibinong Nomor W210-A20/.277/HK.05/VIII/202-2 tertanggal 13 Juli 2020
Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara
dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan
tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai
dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor
5812/Pdt.G/2019/PA.Chn tertanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-
undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan
perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka
Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenubhi isi surat teguran
tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-
sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang
bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Membatalkan perkara Nomor 5812/Pdt.G/2019/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong
untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 1.216.000,- ( satu juta dua ratus enam belas
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hij.
Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Suraji M.H. Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Abd Salam

Panitera Pengganti,
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Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-

- Biaya Proses :Rp 50.000,-

- Panggilan :Rp  1.100.000,-

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

- Redaksi 'Rp 10.000,-

- Meterai :Rp 6.000.-
Jumlah 'Rp 1.216.000,-
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
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